BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai potensi implementasi

skema KPS untuk penyediaan infrastruktur di Provinsi NTT, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

a.

Indeks kepentingan relatif menunjukkan Pemerintah Provinsi NTT
memiliki tingkat kesiapan yang tinggi (“cukup siap” sampai dengan
“sangat siap”) untuk implementasi skema KPS untuk penyediaan
infrastruktur di Provinsi NTT terutama dalam aspek komitmen dan
koordinasi kelembagaan.

Beberapa kendala implementasi skema KPS di Provinsi NTT antara lain
kemampuan keuangan pemerintah daerah terbatas, kemampuan
masyarakat untuk membayar tarif kurang mendukung, pendapatan
perkapita rendah, belum ada kesesuaian kebijakan terhadap tujuan KPS,
kondisi makro ekonomi kurang mendukung, koordinasi dengan
pemerintah daerah lain (luar provinsi) masih minim, dan sulitnya
perubahan paradigma penggunaan skema pembiayaan melalui APBD ke
skema pembiayaan melalui KPS.

Jenis-jenis infrastruktur yang berpotensi yang tergolong dalam lima
usulan prioritas utama dan siap dikerjasamakan melalui skema KPS
adalah infrastruktur transportasi, infrastruktur ketenagalistrikan,
infrastruktur pariwisata, infrastruktur sistem pengelolaan persampahan,

dan infrastruktur air minum.
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d. Model-model skema KPS yang dapat digunakan untuk penyediaan

infrastruktur di Provinsi NTT antara lain untuk model kerja sama terdiri
dari model BT (Build and Transfer), BOT (Build, Operate, Transfer),
BTO (Build, Transfer, and Operate), dan model ROT (Renovate,
Operate, and Transfer). Sementara itu, untuk model pengembalian modal
terdiri dari model AP (Availability Payment), model tarif (users pay), dan

kombinasi antara keduanya.

5.2. Saran

a. Penelitian tentang potensi implementasi KPS dalam tulisan ini dilakukan

dari perspektif responden yang berasal dari sektor publik. Alasannya
sudah disampaikan pada Bab | bagian Ruang Lingkup Penelitian. Di sisi
lain, ada risiko bias persepsi dan hal ini dipandang sebagai keterbatasan
penelitian ini. Untuk mengetahui apakah risiko ini terjadi perlu adanya
penelitian lanjutan dengan cakupan responden yang mewakili

kepentingan yang berbeda, khususnya dari badan usaha swasta.

. Model penelitian yang sama dapat dilakukan ke depannya untuk daerah-

daerah lain di Indonesia karena sejauh ini implementasi skema KPS di

daerah untuk penyediaan infrastruktur masih sangat terbatas.

. Agar penerapan skema KPS dapat berjalan dengan baik di NTT,

Pemerintah Provinsi NTT perlu ditingkatkan kesiapannya pada aspek
kompetensi SDM dan kompetensi fiskal yang cenderung masih menjadi
kendala. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT dapat bekerja sama dengan
pemerintah pusat untuk meminimalkan kendala-kendala yang ada untuk

dapat menarik minat badan usaha swasta.
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